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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “Studi Tentang
Transaksi Banner point di Stokis 649 (7IENS) di Surabaya”. Penelitian ini
bertujuan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana mekanisme transaksi
banner point di stokis 649 (7IENS) di surabaya? Dan bagaimana transaksi
banner point di stokis 649 ( TIENS) di surabaya menurut hukum islam?

Dalam penulisan skripsi ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan
adalah observasi, angket, interviu dan dokumentasi. Sedangkan teknik
analisanya deskriptif-verifikatif, dengan menggunakan pola pikir induktif,
artinya penulis berusaha menggambarkan mekanisme transaksi banner point di
stokis 649 (T/ENS) di Surabaya, kemudian menilainya dalam hukum Islam.

Dengan pendekatan di atas, maka dapat disimpulkan bahawa pertama
Transaksi pemesanan banner point oleh distributor atau konsumen dilakukan
secara online dengan kualifikasi bintang lima dan pembayaran 10 juta pada
transaksi awal. Tujuan dari pembayaran 10 juta di awal untuk menekan supplier
supaya dapat harga lebih murah dari pasaran. Kedua, Hukum Islam tentang akad
transaksi pemesanan banner point pada bulan januari yang produknya
dilaunching pada tanggal 7 Agustus 2009 adalah sah, karena dalam transaksi
pemesanan produk banner point semua kriteria-kriteria telah disebutkan baik dari
jenis barang dan kadarnya,

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada pihak stokis
649 (7IENS) di Surabaya untuk selalu meningkatkan kinerjanya dalam
menjalankan usahanya khususnya dalam produk banner point. Kemudian kepada
distributor aktif 7/ENS hendaklah selalu berusaha dan belajar kepada orang yang
lebih pintar agar dapat menguasai apa yang telah didapatkan.

Vi
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, dia
membutuhkan orang lain untuk saling tukar menukar manfaat di segala sektor,
baik dengan jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Semuanya itu membuat
manusia berkumpul dan bersatu tidak terpisahkan.

Sebagai agama sempurna, Islam dituntut dapat menjadi sebuah jalan
hidup maupun prinsip hidup yang mampu diaplikasikan di dalam arena
kehidupan yang konkrit saat ini dan saat mendatang. Ini merupakan sebuah
persoalan yang nyata yang dihadapi umat Islam di segenap belahan penjuru
dunia. Apapun persoalannya tentunya sebagai sebuah agama yang kita yakini
sebagai yang kaffah, yang menjadi prinsip pada setiap aspek kehidupan,

sebagaimana Allah SWT berfirman :

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara
keseluruhan”.!

Berbagai persoalan yang dihadapi umat manusia semakin hari bertambah

seiring dengan bertambahnya usia dunia ini, semakin maju peradaban manusia

! Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, a/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 50



maka semakin bertambah rumit dan sulit sebuah persoalan yang baru dapat
dipecahkan. Oleh karenanya, umat Islam harus mampu menjadi decision maker
atas berbagai persoalan tersebut.

Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai pengetahuan tentang
perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber
produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang atau jasa serta
mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi.” Dengan demikian objyek kajian
ekonomi adalah perbuatan atau perilaku manusia yang berkaitan dengan fungsi
produksi, distribusi dan konsumsi.

Agama, baik Islam maupun non-Islam, pada esensinya merupakan
panduan atau bimbingan moral (nilai-nilai ideal) bagi perilaku manusia. Panduan
moral tersebut pada garis besarnya bertumpu pada ajaran akidah, aturan hukum
(syari’ah) dan budi pekerti luhur (ahlakul karimah).

Tampaklah bahwa antara agama Islam dan ekonomi terdapat
ketersinggungan obyek. Dalam kaitan antara keduanya, islam berperan sebagai
panduan moral terhadap fungsi produksi, distribusi, dan konsumsi.

Dengan demikian, secara normatif ekonomi Islam adalah sebuah sistem
ekonomi yang dibangun berdasarkan tuntunan ajaran Islam. Kontruks (rancang-
bangun) ekonomi Islam adalah sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas

dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam (seperti moral keadilan),

2 Monzer Kahf, Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi-Fungsi Ekonomi Islam, h. 2



dibatasi oleh syari’atau Islam (misalnya aturan tentang halal dan haram) dan
fikih (hukum Islam yang bersifat firu’iyah).’

Dalam kerangka ekonomi Islam, keseimbangan sosial ditekankan bukan
saja dalam masalah material akan tetapi juga menyangkut pemerataan distribusi
harga diri antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Karena itu,
manusia adalah makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya
manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Antara si kaya dan si
miskin tidak dihadapkan sebagai orang-orang yang bertentangan kepentingan,
tetapi dihadapkan dalam hubungan rasa kasih sayang dan saling tolong-
menolong. Si kaya berkewajiban menolong si miskin, dan si miskin berkewajiban
menghormati hak-hak si kaya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah al-

Maidah ayat 2.
da ¢ da

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah
kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya™.*

Pembaruan atau modernisme mulai berkembang secara pesat di dunia
Islam semenjak abad 20 M. karena negeri-negeri muslim sebagian besar meraih
kedaulatan politik antara pertengahan abad ini, sekitar tahun 1945 dan 1965.

Periode paska kemerdekaan negara-negara Islam ditandai dengan beberapa

situasi baru yang sebagian merupakan konsekuensi logis dari modernisasi periode

3 Gufron A. Mas’adi, Figih Muamalah Kontekstual, h. 5-6
* Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, a/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 157



sebelumnya. Kemerdekaan dan kedaulatan politik sendiri sesungguhnya
mengandung makna perubahan yang sangat luas meliputi selluruh aspek
bernegara dan bermasyarakat. Sehingga dalam jangka waktu dekat, periode
paska kemerdekaan ini telah menghasilkan perubahan-perubahan besar,
khususnya dalam bidang teknologi dan ekonomi.’

Program pembangunan pada umumnya lebih ditujukan sebagai
pembangunan dan pengembangan (ekspansi) ekonomi dan alih teknologi. Ini
merupakan sumber berkembangnya gejala perubahan sosial yang abru.
Globalisasi zaman dalam wujud interaksi sosial budaya antar bangsa-bangsa
semakin mempercepat laju perubahan sosial. Di negara-negara Islam, termasuk
Indonesia, perubahan sosial budaya akibat pembangunan selain menimbulkan
kesenjangan antara nilai lama dengan nilai baru juga memunculkan persoalan
bagi hukum Islam (fikih).

Perubahan sosial tersebut dapat diilustrasikan dengan perubahan desa
menjadi kota, perubahan masyarakat ekonomi agraris menjadi ekonomi industri
dan perdagangan, perubahan pola kehidupan gotong royong menjadi kehidupan
individualis, dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan ini tentunya

mempengaruhi cara pandang (sikap dan mental) dan perilaku masyarakat

terhadap “harta” dan “teknis bertransaksi”.

> Gufron A. Mas’adi, Figih Muamalah Kontekstual, h. 7



Misalnya, konsep harta dalam masyarakat agraris tentu berbeda dengan
konsep harta yang berkembang dalam masyarakat industri dan perdagangan.
Dalam masyarakat industri dan perdagangan harta berfungsi sebagai modal dan
komoditas, sedang dalam masyarakat agraris harta berfungsi sebatas untuk
memenuhi hajat kehidupan. Sampah dan kotoran binatang ternak pada masa
masyarakat tertentu tidak dipandang sebagai harta, namun sekarang keduanya
nyata-nyata menjadi sumber penghasilan bagi segolongan manusia. Teknis
bertransaksi juga mengalami perubahan ke arah yang lebih praktis dibandingkan
dengan aturan-aturan normatif yang terdapat dalam fikih muamalah.

Abad 21 yang disebut sebagai millennium 3 merupakan suatu masa
dimana seluruh peri-kehidupan yang menyangkut umat manusia dipertaruhkan
responsibility-nya. Tentunya kita sadar bahwa responsibility tidak hanya
tanggung jawab secara pribadi ataupun sosial masyarakat, akan tetapi lebih jauh
kepada Allah SWT. Tentunya lebih komprehensif disini karena include tanggung
jawab terhadap pelaku, orang lain atau masyarakat sampai anak cucu yang
dilindungi oleh Is/lam law, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-

Maidah ayat 49:

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang
diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan
berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu
dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka



berpaling (dari hukum yang telah di turunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa
Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka
disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan
manusia adalah orang-orang yang fasik”.’

Sebagian ahli berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan sekumpulan
dasar-dasar ilmu ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur’an dan as-sunnah dan
merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar
tersebut sesuai dengan lingkungan dan massanya.’

Adapun cara untuk memperoleh kepemilikan yang sah menurut syari’ah

Islam adalah melalui pemindahan milik dengan bentuk perjanjian dengan

berdasarkan rela sama rela, sebagaimana firman Allah SWT:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku
dengan suka sama-suka di antara kamu”.®

Salah satu bentuk transaksi yang banyak berlaku dalam masyarakat
adalah al-bay’ (jual beli). Terdapat beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan

tentang transaksi ini, diantaranya pada surat Al-Baqarah ayat 275 :

% Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, a/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 157

7 Ahmad Muhammad, Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Kanzi, terj. Imam Saefuddin, An-
Nizham Al-Iqtishadi Fi Al-Islam, h. 17

8 Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, a/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 122



“Orang-orang yang makan (mengambil) riba’ tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan
urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka
orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.’

Setelah jelas bahwa pada prinsipnya berusaha dan berikhtiar mencari
rezeki itu adalah wajib, namun agama tidaklah mewajibkan memilih suatu
bidang usaha dan pekerjaan. Setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan
sesuai dengan bakat, keterampilan dan faktor-faktor lingkungan masing-
masing. Salah satu bidang pekerjaan yang boleh dipilih ialah berdagang, sesuai
dengan tuntunan syariat Allah dan RasulNya. Pada prinsipnya hukum jual-

beli/dagang dalam Islam adalah halal. Prinsip hukum ini ditegaskan dalam al-

Qur’an surah al-Bagarah ayat 275.

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”."

Selain itu juga terdapat hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Said

Al-Khudri bahwa Rasulullah saw berabda :

“Pada dirinya jual beli itu dilandasi kerelaan”."

® Ahmad Muhammad, Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Kanzi, An-Nizham Al-Igtishadi, h. 69
1 Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, a/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 69
" Al-Qazwiniy, Al-Hafid Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid, Sunan ibn Majjah, h. 45



Dari ketentuan hadis di atas yang selanjutnya para fuqaha’ berusaha
menetapkan aturan-aturan operasional melalui metode ijtihad, maka seluruh
kegiatan jual beli atau perdagangan sudah terdapat ketentuan-ketentuan
hukumnya dalam Islam.

Dalam melaksanakan jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang
telah ditentukan oleh hukum syar’i. Salah satu syarat jual beli adalah adanya
obyek jual beli atau barang yang mau diperjual belikan.

Seperti diketahui dalam hukum Islam dikenal bermacam-macam bentuk
jual beli, salah satunya adalah bay’ as-salam, transaksi ini dikenal dengan nama
jual beli pesanan. Prakteknya adalah seorang (mus/im) memesan barang tertentu
dengan sifat-sifat yang sudah jelas kepada orang lain (muslim ilaih) atau
penerima pesan agar ia menyediakan barang yang sudah di pesan tersebut.
Dimana uang pembayaran dibayar di muka sedangkan barang pesanan diserahkan
kemudian hari."?

Kegiatan jual beli pemesanan (bay’ as-salam) juga dilakukan oleh stokes
649 yang memperjualbelikan beberapa produk kebutuhan manusia, diantaranya
adalah makanan kesehatan (kalsium), pupuk, oli, dan yang terbaru adalah banner
point.

Banner point adalah gabungan sistem antara network marketing dengan

perusahaan ritel yang bergerak dalam bidang makanan pokok yang dibutuhkan

12 Nasroen Haroen, Figh Muamalah, h. 146-147



manusia setiap hari. Banner point telah ditawarkan kepada konsumen maupun
distributor dengan menjanjikan harga barang kebutuhan pokok di bawah harga
pasaran sejak bulan Januari dan ketika itu juga telah banyak distributor atau
konsumen telah memesan produk tersebut, padahal /aunching produk ini baru
dilaksanakan pada bulan Agustus."> Dalam rentang waktu antara Januari sampai
Agustus masih belum jelas barang dan harganya. Setelah banner point di
launching pada bulan Agustus kemarin kenyataannya harga produk tersebut
tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh pihak stokis dan hal ini yang
menjadikan pihak konsumen atau distributor sebagai pemesan kecewa dengan
kenyataannya ini.

Dengan berlandaskan latar belakang di atas, maka peneliti berkeinginan
untuk meneliti dari sisi hukum transaksi banner point yang telah dilakukan oleh
stokis 649 dengan judul penelitian “Studi Tentang Transaksi Banner point di

Stokis 649 di Surabaya”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan-
permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana mekanisme transaksi banner point di stokes 649 (TIENS) di

Surabaya ?

"3 Triono, Wawancara, Distributor 7IENS, Stokis 649, Tanggal 2 Januari 2010
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2. Bagaimana transaksi banner point di stokes 649 (7/ENS) di Surabaya

menurut hukum Islam?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah gambaran tentang hubungan
topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh
peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dalam penelusuran awal.
Di dalam skripsi sebelumnya Hasyim pernah mengkaji masalah jual beli salam
dengan judul: ”Studi Komparatif Tentang Konsep Jual Beli Salam Dengan
Sistem Perdagangan Berjangka Komoditi”, yang dibahas di sini adalah
perbandingan antara konsep jual beli salam dengan perdagangan berjangka
komoditi."*

Hidayatul Jannah mengkaji dalam skripsinya “Studi Komparatif Antara

999

Jual Beli Salam Dengan Jual Beli /Istisna’”. Penelitian ini juga membahas tentang
perbandingan konsep jual beli salam dengan jual beli istisna’."

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang sah tidaknya akad jual beli
salam yang barang dan harganya belum bisa ditentukan.

Dari uraian di atas sudah jelas bahwa bahasan dalam skripsi ini dengan

skripsi sebelumnya berbeda.

Y Hasyim, Studi Komparatif Tentang Konsep Jual Beli Salam Dengan Sistem Perdagangan
Berjangka Komoditi, Surabaya, skripsi IAIN Sunan Ampel, 2006

> Hidayatul Jannah, Studi Komparatif Antara Jual Beli Salam Dengan Jual Beli Istisna,
Surabaya, skripsi IAIN Sunan Ampel, 2007
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D. Tujuan Penelitian
Berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan
penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme transaksi banner point di stokis
649 (TIENS) di surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana transaksi banner point di stokis 649 (TIENS)

di Surabaya menurut hukum Islam.

E. Kegunaan Hasil Penelitian
Diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat untuk:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan wawasan
dan pengetahuan bagi pembaca berdasarkan bukti empirik khususnya tentang
transaksi pemesanan (bai’ as-salam), selain itu juga dapat dijadikan
perbandingan dalam penyusunan penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis, diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bahkan

penyuluhan secara komunikatif, informatif, dan edukatif.

F. Definisi Operasional
Untuk  menghindari  terjadinya  bermacam-macam  penafsiran,
kesalahpahaman dan meluasnya permasalahan maka kejelasan arti dan makna
kalimat yang berkaitan dengan permasalahan penelitian didefinisikan secara

operasional sebagai berikut:
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Studi : Penelitian ilmiah, kajian, telaah.'®

Transaksi : Persetujuan jual beli (perdagangan).'’

Banner . Spanduk, bendera.'®

Point . Ujung, titik, angka."

Stokis : Persediaan barang-barang yang diperdagangkan.
Tiens : Nama perusahaan nefwork marketing di Cina.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan
pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian
adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, memaparkan dan menganalisa
suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.”' Jadi metode penelitian adalah
suatu cara yang digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan
menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.

Penelitian ini bersifat field research (penelitian lapangan)* yang membahas
studi tentang transaksi banner point di stokis 649 (7/ENS) di surabaya. Untuk

itu diperlukan fase-fase tertentu dan akurat, antara lain:

16 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 111, h. 1098
"7 Ibid, h. 1089

'8 Gufron Maba, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, h. 32

"% Ibid., h. 209

% Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 111, h. 965
2! Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metologi Penelitian, h. 1

2 Ibid, h. 46
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Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam rangka
mencari data yang diperlukan. Adapun teknik yang digunakan penulis dalam
mengumpulkan data antara lain dengan menggunakan metode-metode
sebagai berikut:
a. Metode observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sitematis fenomena-
fenomena yang diselidiki.”> Metode ini digunakan untuk mengetahui
gambaran umum obyek penelitian, letak geografis lokasi, keadaan sosial
pendidikan, keadaan sosial keagamaan dan keadaan sosial ekonomi.

b. Metode interviu

Interviu atau wawancara adalah pengumpulan data melalui tanya
jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis.*

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi secara
langsung antara penulis dengan pihak stokis 649 (7/ENS) di Surabaya,
yakni para pihak yang terlibat langsung dalam proses transaksi banner
point. Diharapkan melalui metode ini penulis bisa mendapatkan
keterangan lebih lanjut sehingga dapat dijadikan data. Data yang

diperoleh dari wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang

2 Qutrisno Hadi, Metode Penelitian, h. 136
* Ibid, h. 193
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berkenaan dengan proses transaksi banner point yang dijabarkan sebagai

berikut:

1) Bagaimana proses pemesanan banner point baik kepada distributor

maupun konsumen.

2) Apa saja syarat-syarat pemesanan banner point di stokis 649 .

2. Jenis dan Sumber data
Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka perlu adanya
metode yang akan digunakan dalam penelitian sebagai berikut :
a. Jenis data
Data adalah hasil pencatatan peneliti baik berupa fakta atau pun
angka-angka. Oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

Maka jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Data primer : Berupa hasil wawancara dengan pihak stokis dan
pihak yang terkait dengan transaksi banner point,
yaitu Ir. Tenovianto (direktur stokis 649), Triono,
S.SOS (distributor), Khoirul Imami (distributor)

2) Datasekunder : Berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan
topik bahasan.

b. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah:
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1) Sumber primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan
ilmiah yang mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang
diketahui maupun mengenai suatu gagasan/ide.

2) Sumber sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi
tentang bahan primer.

3. Teknik Pengolahan Data
Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan data yang berasal
dari buku, kitab, surat kabar dan sumber lainnya yang berkaitan dengan
masalah yang dibahas.
Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data
dengan menggunakan metode :

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh baik dari
segi kelengkapan, kejelasan makna ataupun keseragaman satuan kata.

b. Organizing, yaitu menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh
dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya dan kerangka
tersebut dibuat berdasarkan data yang relevan dengan sistematika
pertanyaan dalam rumusan masalah.

4. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis

catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan
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pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai
temuan bagi orang lain.”’

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis
deskriptif-verifikatif, yaitu pembahasan yang dimulai dari sebuah konsep
atau teori yang kemudian dilakukan pengumpulan data dilapangan
selanjutnya dianalisis untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari data
tersebut apakah diterima atau tidak. Dalam mendeskripsikan data tersebut

digunakan alur berfikir induktif,*®

G. Sistematika Pembahasan
Untuk lebih terarah guna tercapainya tujuan dari pembahasan skripsi ini,
maka penulis menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut :

1. Bagian Muka : Terdiri atas halaman judul, persetujuan pembimbing, halaman
pengesahan, motto, persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan
daftar transliterasi.

2. Bagian Isi : Terdiri dari bab-bab dan sub bab, yaitu :

BAB I, merupakan Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian,

definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

» Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif; h. 104
%6 Berfikir Induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi
menuju kepada suatu teori. Lihat Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, h. 40
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BAB II, berisi tentang landasan teori yang akan membahas tentang konsep
jual beli pesanan (bai’ as-salam) menurut hukum Islam.

BAB III, dalam bab ini merupakan penyajian data yang memuat tentang
sejarah berdirinya perusahaan, mekanisme transaksi banner point di
stokis 649.

BAB 1V, berisi tentang uraian analisis bai’ as-salam terhadap transaksi
banner point di stokis 649

BAB V, merupakan penutup yang mana pada akhir pembahasan ini
dikemukakan kesimpulan dan saran, baik yang bersifat teoritik maupun

praktis.



BAB II
KAJIAN TEORITIK TENTANG JUAL BELI SALAMMENURUT
HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli Salam
Secara bahasa jual beli as-salam biasa pula disebut dengan nama a/-salaf,
bedanya kata as-salam digunakan oleh orang-orang Hijaz, sedangkan kata a/-
salaf digunakan oleh orang-orang Irak untuk jenis transaksi yang sama.'
Beberapa definisi as-salam yang berkembang di kalangan fuqaha’, antara
lain:

Definisi ulama Syafi’iyah dan Hanabilah:

“Al-Salam adalah akad suatu barang dengan kriteria tertentu sebagai tanggungan
tertunda dengan harga yang dibayarkan dalam maijlis akad”.

Definisi ulama Malikiyah:

“Al-Salam adalah jual beli dengan modal pokok yang dibayarkan di muka sedang
barangnya diakhirkan atau ditunda penyerahannya sampai batas waktu tertentu’.

Jadi al-salam adalah jual beli barang secara tangguh dengan harga yang

dibayarkan di muka, atau dengan bahasa lain jual beli di mana harga dibayarkan

! Abdurrahman Al-J aziri, Kitab Al-Figh ‘Ala Madzahib Al-Arba’ah, 11, h. 279
> Wahbah Al-Zuhaily, A/-Figh Al-Islamiy Wa Adillatuhu, Juz IV, h. 598

18
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di muka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu

tertentu.’

Diantara bukti kesempurnaan agama Islam ialah dibolehkannya jual beli
dengan cara salam, yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang
telah disepakati dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Yang
demikian itu, dikarenakan dengan akad ini kedua belah pihak mendapatkan
keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau gharar (untung-untungan).

Pembeli (biasanya) mendapatkan keuntungan berupa:

1. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan
pada waktu yang ia inginkan.

2. Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah
bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada
barang tersebut.

Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar
dibanding pembeli, diantaranya:

1. Penjual menadapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara
yang halal, sehingga ialah dapat menjelaskan dan mengembankan usahanya
tanpa harus membayar bunga. Dengan denikian selama belum jatuh tempo,

penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan

* Ghufron A. Mas’adi, Figh Mualamalah Kontekstual, h. 143
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usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban
apapun.

2. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena
biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan

berjarak cukup lama.

B. Dasar Hukum Jual Beli Sa/am
1. Al-Qur’an
Ayat yang menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli sa/am,
secara gamblang di dalam al-Qur’an memang tidak ada. Hanya saja menurut
keterangan yang disampaikan oleh Ibn Abbas® bahwa as-salam yang dijamin
untuk waktu tertentu, telah dihalalkan oleh Allah SWT dalam firmannya

pada surat Al-Baqarah ayat 282 :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.’

2. Al-Hadis

( )

“Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a beliau berkata: “Nabi saw datang ke
Madinah, dimana masyarakatnya melakukan transaksi salam (memesan)

* Ibn Katsir, Tafsir AI-Qur’an, 1, h. 316
® Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, a/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 70
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dalam kurun selama 2 tahun dan 3 tahun, kemudian Nabi bersabda: Barang
siapa yang melakukan akad salam terhadap sesuatu hendaklah dilakukan
dengan yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yang
. 296

jelas.

Hadis riwayat Abdulallah ibn Sakum:

( )

“Diriwayatkan dari Abdul ibnu Sakum beliau berkata : Seorang laki-laki
datang kepada Nabi sambil berkata: sesungguhnya Bani Fulan (sekelompok
orang Yahudi) telah masuk Islam dan sekarang dalam keadaan kelaparan.
Saya khawatir mereka akan murtad kembali? Kemudian Nabi bersabda:
“Apakah mereka ada yang memiliki sesuatu (sehingga bisa dijadikan pesan)
?” salah seorang dari mereka menjawab: saya memiliki ini dan ini (sambil
menyebutkan sesuatu), saya (Abdul Allah ibn Sakum) menduga bahwa orang
itu mengatakan 300 dinar dengan hanya sekian dan sekian dari kebun bani
fulan, kemudian rasul bersabda: “dengan harga sekian dan sampai batas
waktu sekian (tanpa menyebut dari kebun Bani Fulan)”.’

3. Pendapat Ulama
Menurut keterangan ibn al-Mudzhir, yang dikutip oleh ibn Qudamabh,
menerangkan bahwa para ulama telah berkonsensus tentang legitimasi
kebolehan transaksi salam. Dengan berlandaskan pada hal-hal sebagai

berikut:®

® Al-Bukhari, Sahih al-Bukhar, 1, h. 30
7 Al-Qazwini, Sunan ibn Majah, 111, h. 766
¥ Ibon Qudamah Al-Maqdisi, A/-Mugni, IV, h. 185
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a. Karena transaksi as-salam memberikan kemudahan kepada manusia, yang
memang kebanyakan manusia hajat (berkepentingan) terhadap bentuk
transakis jual beli as-salam ini.

b. Transaksi jual beli as-Salam merupakan rukhsyah (suatu dispensasi atau
sesuatu yang meringankan) bagi manusia.

c. Di dalam transaksi jual beli as-Salam terdapat unsur yang sejalan dengan
upaya merealisasikan kemashlahatan perekonomian (mashlahah al-

iqtisadiyah).

C. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam
1. Rukun Jual Beli as-Salam
Seperti halnya pada jual beli biasa, transaksi jual beli as-salam dalam
implementasinya memiliki rukun-rukun yang harus ada dan saling
berhubungan ketika terjadinya transaksi jual beli. Adapun rukun jual beli as-
salam yang sesuai dengan yang dikemukakan kebanyakan ahli figh antara
lain:’
a. Adanya subyek atau pihak yang bertransaksi
Yang menjadi awal dari rukun jual beli as-salam adalah adanya subyek

atau pihak yang bertransaksi, yang dalam istilah jual beli as-salam

® Az-Zuhayli, Al-Figh, IV, h. 347
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dinamakan mus/im atau rab as-salam untuk pihak pembeli, dan bagi pihak
penjual disebut muslim ilaih."

b. Adanya sigat
Sigat adalah pernyataan ijab dan qabul.'' Ijab adalah pernyataan lebih
dalam dari salah seorang yang melakukan transaksi. Adapun qabul adalah
pernyataan yang terakhir dari pihak kedua yang menunjukkan atas
kerelaan menerima pernyataan pertama.'?

c. Adanya obyek transaksi
Obyek dalam transaksi as-salam sama halnya dalam transaksi jual beli
yaitu sesuatu yang diperjual belikan yang dalam transaksi as-salam
disebut ra’s al-mal dan al-muslim fih. Ra’s al-mal adalah harga yang
harus dibayarkan oleh pihak pembeli (rab as-Salam), sedangkan al-
muslim fih adalah produk yang harus diserahkan oleh pihak penjual (al-
muslim ilaih) kepada rab as-Salam.

Syarat Jual Beli as-Salam

Agar terbentuk transaksi as-salam secara sempurna, maka masing-
masing dari rukun-rukun di atas dalam implementasinya memerlukan sebuah

syarat-syarat yang menyempurnakannya. Adapun syarat-syarat yang harus

dipenuhi dalam jual beli as-salam antara lain:

% Ibid, h. 599
" Ibid, h. 348
2 Muhammad Taufiq Ramadhan Al-Buthi, A/-Buyu’ Asy-Sya’iah, h. 34
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a. Sigat transaksi (ijab qabul)
Unsur terpenting dalam transaksi as-salam adalah kerelaan kedua
belah pihak, sama halnya dalam transaksi jual beli lainnya. Sesuai dengan

apa yang ditentukan oleh allah swt dalam surat An-Nisa’ ayat 29:"

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu’.

Adapun ketentuan lain dalam ijab gabul yang harus di penuhi
dalam jual beli as-salam:

1) Tujuan yang terkandung di dalam pernyataan ijab dan qabul harus
jelas dan sejalan, sehingga terdapat kesesuaian yang dapat difahami
oleh masing-masing pihak."*

2) Pelaksanaan ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu
majlis. Apabila kedua belah pihak hadir dan saling bertemu dalam
satu tempat untuk melaksanakan transaksi, maka tempat tersebut
adalah majlis akad. Adapun masing-masing pihak saling berjauhan
maka majlis akad adalah tempat terjadinya pernyataan qabul."> Dalam
hal ini, pernyataan ijab dan qabul dapat dilakukan dengan caa lisan,

tulisan atau surat-surat, atau isyarat yang memberikan penjelasan

dengan jelas tentang adanya ijab dan gabul, dan dapat juga beberapa

1 Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, a/-Qur’an dan Terjemahnya,, h. 122
4 Al-Buthi, A/-Buyu’, h. 65
" Ibid, h. 65



25

perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul. An-
Nawawi mengutip perkataan Al-Ghazali berpendapat bahwa transaksi
jual beli dengan tulisan adalah sah dan berhak akan khiyar majlis
selama masih berada dimajlis terjadinya gabul.'®
3) Menggunakan Kkata-kata as-salam atau as-salaf, dimana Dbila
menggunakan kata-kata jual beli biasa maka tidak sah.
4) Tidak ada khiyar syarat (hak bagi pembeli untuk meneruskan
transaksi). Akad as-salam harus dilakukan secara jelas dan pasti.
Sebab jika ada khiyar syarat bisa mengakibatkan terhadap penundaan
harga barang.
b. Pelaku transaksi (rab as-salam atau al-muslim dan al-muslam ilayh)

Islam figh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan
akad, termasuk dalam akad jual beli as-salam, haruslah orang yang
memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan-tindakan hukum. Oleh
sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal

dan orang gila hukumnya tidak sah."’

Allah berfirman dalam surat An-Nisa’ ayat 5:

' An-Nawawi, Majmu’, h. 159
7 Az-Zuhayli, Al-Figh, IV, h.599
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“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna
akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan
allah sebagai pokok kehidupan”.

Kecakapan yang sempurna yang dimiliki orang yang telah baligh,
menurut Basyir dititikberatkan pada adanya pertimbangan akal yang
sempurna, bukan pada bilangan umur atau bilangan tahun yang
dilaluinya. Oleh karena itu, para ahli figh pada madzhab maliki, hanafi
dan hambali berpendapat alangkah lebih tepatnya bila dalam melakukan
transaksi yang mengandung resiko tinggi dan memerlukan tanggung
jawab besar, disyaratkan rasyid (dewasa) yang dititikberatkan pada
kematangan pertimbangan akal. Hal ini dengan alasan, sebab ada
kemungkinan dalam lingkungan tertentu, banyak orang yang telah
mencapai umur baligh, tetapi disitu mereka belum cukup sempurna
pertimbangan akalnya.'®

c. Obyek transaksi

Para ahli figh menentukan bahwa obyek transaksi harus
merupakan harta yang memiliki nilai dan manfaat menurut syara’ bagi
pihak-pihak yang mengadakan transaksi.

Ahli figh dari madzhab Hanafi berpendapat bahwa manfaat atau

jasa tidak boleh dijadikan sebagai obyek transaksi as-sa/am, karena

menurut mereka manfaat atau jasa bukan termasuk kategori harta. Akan

'8 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Peradaban Islam), h. 31
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tetapi, kebanyakan ahli figh menganggap bahwa manfaat atau jasa adalah
harta, karena itu boleh dijadikan sebagai obyek transaksi as-salam."

Menurut ibn Rusyd sesuatu yang najis seperti minuman keras dan babi
tidak boleh dijadikan obyek transaksi.’* Hal ini ditegaskan Rasulullah

saw dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari:

( )

“Sesungguhnya Allah dan rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar,
bangkai, babi, dan berhala.”'

Dengan demikian secara tegas dapat dikatakan bahwa pada
dirinya semua benda dianggap ada manfaatnya dan karena itu boleh
diperjual belikan, kemudian sesuatu benda dianggap tidak ada
manfaatnya dan tidak boleh diperjualbelikan apabila nyata-nyata merusak
atau ada keterangan nash yang menjelaskannya.

Selain ketentuan-ketentuan seperti ketentuan obyek jual beli
biasa, transaksi as-sa/am harus memenuhi ketentuan-ketentuan khusus,
diantaranya:

1) Pembayaran/harga (ra’s mal as-salam)
a) Harga dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang
terlibat dalam transaksi. Di mana ra’s al-mal mempunyai

kedudukan dengan harta benda. Oleh karena itu, ra’s al-mal harus

' An-Nawawi, Raudhah Ath-Thalibin, TV, h. 27
% Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid, 11, h. 94
! Al-Bukharii, Sahih Bukhari, 11, h. 779
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dapat diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi as-
salam seperti dalam transaksi-transaksi lainnya yang berhubungan
dengan harta benda.*

b) Pembayaran atau penyerahan harga dalam transaksi as-salam
harus di tempat kontrak atau dengan kata lain harus tunai
disegerakan atau didahulukan. Ketentuan ini sesuai makna dari as-
salam atau as-salaf itu sendiri, yaitu menyerahkan atau
memberikan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan makna dari
transaksi as-sa/am harus mendahulukan penyerahan ra’s al-mal.
Ketentuan ini dikemukakan oleh kebanyakan ahli figh.”> Terkait
dengan ketentuan ini, ulama madzhab maliki berpendapat, yakni
boleh menangguhkan pembayaran ra’s al-mal dalam jual beli as-
salam selama 2/3 hari. Namun apabila lebih dari 3 hari maka
transaksi menjadi gagal. Dengan alasan bahwa suatu penangguhan
sampai 3 hari bukan masa yang panjang dan masih dapat
dihubungkan tunai atau segera sesuai dengan kaidah (sesuatu yang

mendekati itu dihukumkan sama).**

2 Nazir Hammad, Agd As-Salam Fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyah, h.34
> Asy-Syafi’i, AI-Umm, 111, h. 95
2 Al-Qurthubi, A/-Jami, 111, h. 378-379
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2) Obyek salam (al-muslam fih)

a) Harus dapat dijelaskan atau dikenali spesifikasi dan criteria-
kriteria barang tersebut, baik dari jenis, sifat, kadar, mtu maupun
jumlahnya. Sesuatu yang tidak dapat diidentifikasi criteria-
kriterianya tidak boleh dijadikan al-muslam fih karena hal
tersebut menurut al-bahuti dapat membawa kepada perselisihan di
antara pihak-pihak yang bertransaksi.*’

b) Barang yang menjadi al-muslam fih harus tersedia di pasaran
sejak terjadinya akad hingga jatuh tempo penyerahan. Jika barang
yang diperjualbelikan tidak tersedia di pasaran seperti terjadi
musim paceklik, maka tidak boleh dilakukan akad as-salam
atasnya, karena hal ini mustahil dapat terpenuhi. Pendapat ini
banyak dikemukakan oleh sebagian besar fuqaha’ hanafiyah,
malikiyah, dan syafi’iyah.

¢) Harus berada dalam tanggungan dan dapat diakui sebagai utang,
dengan kata lain penyerahan al-muslam fih harus ditunda pada
waktu kemudian, tidak segera. Pendapat ini dikemukakan oleh
kebanyakan ahli figh madzhab Hanafi, Maliki, Hambali dan
Zahiri.** Namun madzhab Syafi’i berpendapat berbeda yang

menyatakan bahwa a/-muslam fih boleh diserahkan pada waktu

* Hammad, Aqd As-Salam, h. 45
26 Al-Kasani, Bada’i Ash-Shana’i, V, h. 202
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kemudian serta boleh juga penyerahan segera dan akad salam itu
tetap dianggap sah meskipun barang diserahkan segera.”’

d) Batas penangguhan (a/-gjl) terhadap a/-muslam tih ditentukan
dalam jangka waktu yang jelas dan dapat diketahui oleh masing-
masing pihak sesuai dengan yang ditegaskan dalam hadits nabbi
yang diriwayatkan oleh ibn Abbas di atas, agar kekhawatiran akan
timbulnya perselisihan di antara kedua belah pihak pada kemudian
hari dapat dihindari.

e) Harus ada kejelasan tempat penyerahan barang (al-muslam fih),
pihak-pihak yang bertransaksi harus menunjuk tempat untuk
penyerahan al-muslam fih apabila tempat terjadinya transaksi
tidak layak dijadikan tempat penyerahan al-muslam fih, seperti di
tengah gurun, atau apabila untuk membawanya memerlukan
ongkos (biaya pengiriman). Namun apabila tempat terjadinya
transaksi itu layak untuk dijadikan tempat penyerahan atau
membawanya tidak perlu biaya lagi, maka tidak harus menunjuk
tempat penyerahan al-muslam fih. Pendapat terkuat ini

)i 28

dikemukakan oleh para ahli figh madzhab Syafi’i.

7 As-Syafi’i, Al-Umm, 11, h. 95
2 An-Nawawi, Raudhah At-Thalibin, TV, h. 11
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Dalam kitab fathul qarib al-mujib dijelaskan bahwa salam (pesanan)
suatu barang, hukumnya sah dengan terpenuhinya 5 syarat, yaitu:29

1. Barang pesanan dikuatkan dengan sifat tertentu, untuk memudahkan
makna barang yang di pesan (tepat sasaran)nya atau sesuai dengan
tujuan. Dengan catatan sifat-sifat barang yang di pesan itu tidak terlalu
aneh (ganjil dan langka wujudnya), misalnya: pesan berlian besar, atau
budak wanita (jariyah) beserta saudara dan anaknya.

2. Jenis (barang yang di pesan) tidak tercampur dengan jenis lain, maka
pesanan (barang) yang tercampur dengan jenis lain, dan bagian-baggian
yang diperkuat dengan sifat tertentu, tidak dinyatakan sah seperti: bubur
daging, dan adonan (obat campur air). Tetapi kalau bagian-bagiannya
dapat diketahui secara tegas maka salam (pesanan) itu sah, seperti keju.

3. Barang yang di pesan itu tidak terkena api (kompor) karena tujuan
merubahnya dimasak atau digoreng. Tetapi kalau tujuannya untuk
membedakan, seperti madu dengan mentega, maka barang pesanan itu
sah.

4. Keadaan barang yang dipesan hendaknya bukan mu’ayyan (ditentukan
secara nyata) waktu akadnya, melainkan berupa tanggungan. Kalau
keadaan barang yang dipesan itu mu’ayyan, seperti: aku memesan kain

yang dipakai orang ini, kepadamu, maka akad yang demikian ini bukanlah

¥ Syamsuddin Abu Abdillah, Fathul Qarib AI-Mujib, h. 158-161
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“salam’ secara pasti, juga bukan akad jual beli, menurut pendapat yang

nyata.

5. Barang yang dipesan bukan dari barang-barang yang ditentukan secara

nyata, misalnya: aku memesan kepadamu (dengan uangku ini) terdapat di

satu sha’ (beras) yang terdapat di gundukan (karung) ini.

Kemudian supaya barang-barang yang di pesan itu (dinilai) sah,

hendaknya dipenuhi 8 syarat, sesuai dengan terpenuhinya 8 syarat, yaitu:

1.

Barang yang dipesan itu disebutkan jenis dan macamnya dengan sifat-
sifat yang memudahkan (pemberian) harga, maka penyebutan salam
adalah oleh yang memesan.

Hendaknya disebutkan dengan perkiraan barang pesanannya, supaya
tidak kabur pengertiannya, misalnya mengetahui perkiraan ukuran
(sukatan), timbangan (berat-ringannya) dan jumlah bilangannya, serta
meterannya (disesuaikan dengan perkiraan ukuran masing-masing
barang yang dipesan).

Pembayaran salam ditangguhkan (waktunya), maka ketia akad
berlangsung hendaknya dinyatakan batas waktu (yang ditunda itu,
kapan pembayaran dipenuhi).

Barang yang dipesan tampak nyata untuk menjadi hak milik pada

umumnya, maksudnya barang itu (terwujud) nyata ketika diserah-
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terimakan, (sebaliknya) kalau tidak terwujud nyata ketika diserah-
terimakan, maka sa/am hukumnya tidak sah.

Tempat serah-terima barang yang di pesan harus disebutkan.
Kemungkinan tempatnya kurang sesuai (tidak patut) untuk hak itu,
atau mungkin patut (di tempat lain) untuk serah-terima barang yang
di pesan, namun harus ada tambahan biaya (uang transport) untuk
mengalihkan ke tempat tersebut, maka dari itu harus ada kesepakatan
tentang pembayarannya.

. Harga barang yang dipesan, telah diketahui (oleh kedua belah pihak)
dengan perkiraan atau dengan melihat barang tersebut (maksudnya
persekot atau uang muka).

Kedua belah pihak (yang memesan dan yang menerima pesanan
barang tersebut) mengadakan serah-terima di majelis akad, sebelum
keduanya berpisah (meninggalkan tempat). Maka jika keduanya
berpisah sebelum (serah-terima) uang muka, akad sa/am dinyatakan
batal, atau jika keduanya berpisah setelah serah-terima (hanya)
sebagian uang persekot tersebut. Maka terdapat khilafiyah (perbedaan
pendapat) yang memisahkan akad (salam).

Akad salam hendaknya tuntas, (berlangsung/terus jadi), tidak
menyelipkan khiyar syarat (di dalamnya), berbeda dengan khiyar

masjlis yang boleh diselipkan ke dalam khiyar salam.
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D. Bai’ As-Salam Menurut Ulama Fikih
Dalam kitab Bidayatul Mujtahid dijelaskan tentang perbedaan pendapat
ulama fikih dalam menentukan jual beli sa/am, di antaranya:
1. Obyek Salam
Fugaha telah bersepakat bahwa obyek salam boleh pada setiap barang
yang ditakar atau ditimbang berdasarkan hadits sahih yang terkenal dari ibn

Abbasra:

“Nabi SAW datang ke madinah dan pada saat itu orang banyak sedang
mengadakan sa/am pada tamar untuk jangka waktu dua dan tiga tahun. Maka
rasulullah saw bersabda, “barangsiapa menghutangkan hendaklah ia

menghutangkan dalam harga yang diketahui dan timbangan yang diketahui

hingga masa yang diketahui”.*

Fuqaha tidak setuju mengenai dilarangnya sa/am terhadap barang-
barang yang tidak berada dalam tanggungan, yakni rumah dan tanah-tanah.
Mereka berselisih tentang barang-barang selainnya yaitu barang-barang
dagangan dan hewan. Daud dan sekelompok fuqaha zahiri melarang karena
memegang lahirnya hadits tersebut.’'

Jumhur ulamafuqaha membolehkan sa/am pada barang-barang yang

dapat ditentukan sifat dan bilangannya. Selanjutnya mereka juga berpendapat

%0 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhar, 1, h. 30
3! Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid, juz 111, h. 168-169
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tentang mana yang dapat ditentukan dan tidak dapat ditentukan dengan sifat,
diantaranya hewan dan hamba.”

Imam Malik, As-Syafi’i, Al-Auza’i, dan Al-Laits berpendapat bahwa
salam pada kedua perkara tersebut dibolehkan. Pendapat seperti ini juga
dikemukakan oleh ibn umar dari kalangan sahabat.

Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan fuqaha’ irak melarang salam pada hewan,

dan ini adalah pendapat ibn Mas’ud.

2. Penentuan Masa

Menurut imam Abu Hanifah, penentuan masa merupakan syarat
sahnya salam tanpa diperselisihkan. Sedangkan imam Malik yang jelas dan
masyhur dari madzhabnya adalah bahwa penentuan masa merupakan syarat
salam. Dan dari beberapa riwayat darinya dapat disimpulkan tentang
kebolehan sa/am tunai (a/l-hal).

Dalam hal ini, Al-Lakhami memperincikan persoalan. Ia mengatakan
bahwa dalam madzhab Maliki sa/am itu ada dua macam, yaitu :
a. Salamtunai yang kedudukannya sama seperti menjualbelikan barang.
b. Salam dengan tenggang waktu yang kedudukannya tidak seperti menjual

barang.
Fuqaha yang mensyaratkan penentuan masa berpegangan pada dua

hal. Pertama, lahir hadits ibn Abbas ra. Kedua, jika tidak disyaratkan

2 |bid., h. 170
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penentuan masa ini, maka hal itu termasuk dalam penjualan apa yang tidak
ada di tangan penjual yang dilarang itu.

Imam Syafi’i beralasan bahwa jika dengan penentuan waktu sa/am itu
dibolehkan, maka terlebih lagi salam tunai tentu lebih dibolehkan karena
lebih sedikit segi kesamarannya.

Menurut ulama Malikiyah dari segi pemikiran, salam itu dibolehkan
karena adanya unsur pertolongan (kemanfaatan).

Demikian itu karena pemberi salam membayar harga di muka dengan
maksud mencari murahnya barang yang disalami, sedangkan pihak penerima
salam menyukai salam karena adanya tenggang waktu. Maka jika tidak

disyaratkan penentuan masa, hikmah rahasia itu sudah tentu hilang.

. Penentuan Masa Potong atau Panen

Tentang penentuan masa potong, panen dan sebagainya, imam Malik
membolehkannya, tetapi imam Abu Hanifah dan Syafi’i melarangnya.

Fuqaha yang memandang bahwa perbedaan yang terdapat pada masa-
masa seperti ini sedikit membolehkannya karena kesamaran yang sedikit
dalam syara’ dimaafkan. Dalam hal ini ia menyamakan perbedaan tersebut
dengan perbedaan yang terdapat pada bulan dari segi lebih atau kurangnya.
Sedangkan fugaha yang memandang bahwa perbedaan tersebut banyak dan

lebih banyak dari perbedaan yang terjadi dari sisi kekurangan bulan-bulan
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dan kesempurnaannya tidak membolehkan penentuan masa-masa tersebut
(potong, panen dan sebagainya).

Akan halnya perselisihan fuqaha dalam hal apakah jenis barang yang
disalami itu harus ada pada saat diadakan sa/am — sebagai suatu syarat —
Imam Malik, Syafi’i, Ahmad Ishaq dan Abu Tsaur tidak mensyaratkan
demikian. Mereka mengatakan bahwa salam boleh dilakukan bukan pada
waktu permulaan musim.

Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya serta juga Ats-Tsauri dan
Al-Auza’l berpendapat bahwa salam hanya dibolehkan pada masa permulaan
sesuatu yang disal/ami itu.

Fuqaha yang tidak mensyaratkan permulaan beralasan dengan hadits

ibn Abbas ra:

“Sesungguhnya orang banyak memberikan sa/am pada kurma dua dan tiga

tahun. Maka mereka diakui atas cara yang demikian itu dan mereka tidak

dilarang darinya”.*®

Seolah-olah mereka berpendapat bahwa kesamaran pada sa/am akan
lebih banyak jika barang tidak ada pada saat diadakan akad. Dan seakan-akan
lebih banyak kemiripannya dengan menjual sesuatu yang belum terjadi

meskipun sa/am itu sendiri sudah tertentu, sedangkan menjual sesuatu yang

33 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhar, 1, h. 32
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belum terjadi masih berada dalam tangungan. Dengan demikian, salam

berbeda dengan menjual sesuatu yang belum terjadi.

. Ketentuan Harga

Tentang syarat keempat yaitu ketentuan harganya, baik ditakar,
ditimbang, dihitung atau dihasta, imam abu hanifah mensyaratkan yang
demikian itu. Sedangkan imam syafi’l dan dua orang pengikut imam abu
hanifah, yakni abu yusuf dan Muhammad tidak mensyaratkan demikian.

Fuqaha berkata, “tidak terdengar dari imam malik adanya nash
tentang masalah ini. Hanya saja ia membolehkan jual beli berdasarkan
perkiraan belaka, dan ia mengecualikan dalam hal-hal yang kesamarannya
besar, seperti pendapatnya yang telah dikemukakan di muka.”

Perlu diketahui bahwa penentuan sa/am bisa dengan timbangan pada
barang yang ditimbang, dengan takaran pada barang yang bisa ditakar,
dengan hasta pada barang yang bisa dihasta, dan dengan hitungan pada
barang yang bisa dihitung. Jika tidak ada satu pun dari ketentuan-ketentuan
itu pada barang tersebut, maka penentuannya bisa dilakukan dengan sifat-
sifat yang dimaksudkan dari jenisnya dengan menyebutkan jenisnya, jika
terdapat beberapa jenis yang berbeda-beda atau dengan menyebutkan
jenisnya manakala hanya ada satu jenis.

Fuqaha sepakat bahwa salam hanya terdapat pada tanggungan dan

bukan pada hal-hal yang telah tertentu. Tetapi imam malik membolehkan
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salam pada satu kampong tertentu apabila kampong tersebut dapat dijamin
keselamatnya. Seolah-olah ia memandangnya sebagai tanggungan

(dzimmabh).



BAB III
MEKANISME TRANSAKSI BANNER POINT DI STOKIS 649
(TIENS) DI SURABAY A

A. Sejarah Berdirinya Stokis 649 (7/ENS) di Surabaya

Stokis 649 (7IENS) Surabaya adalah cabang dari perusahaan 77ENS
indonesia yang berkantor di Jakarta. Stokis 649 berdiri pada tanggal 16 juli 2008
yang didirikan oleh Ir. Tenovianto selaku direktur serta pemilik langsung stokis
649 (TIENS) Surabaya. Lokasi stokis 649 (7/ENS) terletak di ruko taman
gapura blok G-15 Citraland Surabaya dimana lokasi tersebut sangat strategis
untuk menjalankan usaha perdagangan.

Latar belakang berdirinya stokis 649 (7/ENS) Surabaya disebabkan
karena banyaknya permintaan barang maupun suport sistem dari distributor atau
konsumen 77ENS. Lepas dari latar belakang tersebut direktur stokis 649
(TIENS) Surabaya yaitu Ir. Tenovianto juga mempunyai tujuan membantu para
distributor atau konsumen untuk lebih mudah mendapatkan barang maupun
suport sistem dalam menjalankan usahanya.

Sistem usaha perdagangan di stokis 649 ( 7/ENS) Surabaya menggunakan
sistem network marketing, dimana sistem ini telah terbukti mampu menjadikan
perusahaan 77ENS khususnya stokis 649 dapat menjalankan usahanya atau

bisnisnya dengan perkembangan yang begitu pesat. Dengan sistem ini pula stokis

40
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649 (TIENS) Surabaya telah banyak mencetak leader-leader tianshi yang telah
berhasil menjalankan bisnisnya dengan mandiri.

Produk yang diperdagangkan oleh stokis 649 (7/ENS) Surabaya meliputi
kalsium, pupuk, oli kendaraan, dan yang terbaru adalah banner point yang

bergelut dalam bidang kebutuhan pokok.

B. Mekanisme Transaksi Banner point
1. Latar Belakang Banner Point
Banner point adalah gabungan sistem antara network marketing
dengan perusahaan ritel yang bergerak dalam bidang makanan pokok yang
dibutuhkan manusia setiap hari. kelahiran banner poiont ,dilatar belakangi
oleh refleksi kegalauan leader Tianshi di indonesia akan perkembangan
banner store di indonesia. Seperti yang dituturkan oleh bapak Ir. Tenovianto
selaku direktur stokis 649 ( 7/ENS) Surabaya :
“Di Indonesia banner store hadir sejak tahun 2006, dan awal dibuka di
mal artha gading jakarta. Banner store di luar negeri sangat maju,
tetapi di indonesia kurang bisa menjangkau apa yang diharapkan oleh
distributor. Kerinduan para leader tianshi di indonesia ternyata jauh
lebih agresif dibandingkan apa yang direalisasikan manajeme tianshi
di asia pasifik dengan banner store, maka dari sinilah banner point
lahir.™!

Banner point kini menjadi bisnis unggulan para member tianshi,

dengan menjadi bintang lima saja, supermarket pun bisa hadir di rumabh.

! Tenovianto, wawancara, stokis 649 (TIENS) Surabaya, tanggal 7 Januari 2010
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Bapak Fransiscus Xaverius Joko selaku penasehat hukum stokis 649
(TIENS) Surabaya menuturkan bahwa :

“Dibandingkan dengan supermarket lain yang harus bicara modal
dulu, yang bisa 300 jutaan hingga 400 juta rupiah. Tetapi kalau di
banner point cukup bintang lima saja. Tidak harus sewa tempat, dan
untuk mencapai bintang lima, cukup dengan akumulasi omzet sampai
dengan 40 juta rupiah, kita sudah bisa membuka supermarket di
rumah.”

Beliau juga menuturkan bahwa:

“Kalau seseorang yang sudah mencapai bintang lima, dan dia
membuka banner point yang menjual bahan kebutuhan pokok, maka
pasarnya adalah para tetangganya. Karena bahan kebutuhan pokok itu
selamanya akan tetap dibutuhkan. Jika pembelinya adalah tetangga,
maka akan ada dua kemungkinan, pertama tetangga itu hanya akan
menjadi pembeli saja dan point volue (PV) - business value (BV) akan
menjadi milik dari pemilik banner point. Kemungkinan kedua adalah
apabila konsumen itu langsung diajak menjadi member tianshi, maka
semua point yang di dapat dari pembelanjaan menjadi milik
konsumen.”

Banner point telah ditawarkan kepada distributor atau konsumen
sejak bulan Januari 2009 dan ketika itu juga telah banyak distributor atau
konsumen memesan produk tersebut, padahal /aunching produk ini baru
dilaksanakan pada bulan Agustus 2009.* Seperti yang dituturkan oleh bapak
Imam selaku distributor aktif 7/ENS':

“Banner  point telah dirancang sejak tahun 2008 dan mulai

ditawarkan kepada distributor atau konsumen mulai bulan Januari
2009. Sejak dibukanya penawaran banner point sudah sekitar + 7000

2 Fransiscus Xaverius Joko, Wawancara, Penasehat Hukum, Stokis 649 (TIENS), tanggal 7
Januari 2010

3 Ibid.

* Triono, Wawancara, distributor aktif 7JENS, stokis 649 (TIENS), tanggal 8 Januari 2010
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distributor dan konsumen yang telah memesan banner point. Banner

point dilaunching pada bulan 7 Agustus 2009”.°

Bapak Imam juga menuturkan bahwa:
“Menejemen banner point terpisah dengan banner store, dimana
banner store memiliki konsep “swalayan” sementara banner point
bersifat fast moving product (sembako) saja, sehingga diharapkan
dapat bersinergi dengan banner store.”
2. Syarat Pemesanan Banner Point

Untuk dapat memesan produk banner point, maka harus dapat

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diantaranya:

a. Minimal tahap *5 (Agen), kalau belum segera kejar..!!!

b. Foto Copy KTP

c. Foto Copy Kartu Anggota (ID)

d. Deposito senilai Rp. 10.000.000 (untuk jangka 3 bulan), untuk menekan

supplier supaya dapat harga lebih murah dari pasaran.

3. Ketentuan-Ketentuan Distributor Point (DP)
a. Semua transaksi BP / DP online (internet)
b. Harus memiliki email pribadi
c. Harus memiliki HP pribadi
d. Harus memiliki rekening bank BRI a.n. Pribadi

e. Harus deposit minimal Rp 10 juta

> Imam, Wawancara, Distributor aktif 7JENS, stokis 649 (TIENS), tanggal 10 Januari 2010
% Ibid,



f. Bersedia belajar, diajari oleh leader dan tim BP / DC

g. Bersedia membangun kerja sama dengan DC

h. Order barang ditahap awal dengan sistem paket / 10 juta

i. Setiap pemesan yang sudah di email tidak boleh ada pembatalan
pemesanan

j. Setiap transaksi manual akan diberikan denda Rp 100 ribu / transaksi

k. Keputusan standar pengiriman DC ke DP akan ditentukan oleh DC
(berdasarkan lokasi / jarak)

1. Batas pelaporan tutup buku sesuai dengan stokis

m. Sistempembayaran CBD (cash before dilevery)

n. Repeat order minimal 1 minggu sekali

o. Komisi DP berlaku flat sebesar 3% untuk setahun pertama

p. Sistem pembayaran komisi DP langsung ke deposit account

q. Pencairan tunai dari deposit account minimal Rp 100 ribu

4. Konsep Membangun Aset Pelanggan dengan Banner Point
Inti Produk Banner point = Kebutuhan Sehari-hari.
(Barang yang tetap & Repeatitif Contoh: Minyak Goreng, Beras, Gula pasir

diL)
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Banner Store

/ QGrosir \
Waralaba

Konsumen Berkunjung Konsumen Pelanggan
(Kartu Belanja Tak Terbatas)

Unicore

/

Tiens International
Kekuatan 77ens (Perusahan Supply) & Unicore (Perusahaan Support System)

5. Struktur Banner Point

Headquarter ( 7/ENS)

l

Regional office (7ZENS)

l

Distributor center ( 7/ENS)

l

Distributor point (TIENS)

l

Distributor 77ens (konsumen)
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Keterangan :

a. Head Quarter ( 7ZENS) : perusahaan pusat 7/ENS di China
b. Regional Office (7/ENS) : perusahaan 7/ENS Indonesia

c. Distributor Center ( 7ZENS) : Stokis

d. Distributor Point ( 7/ENS) : pemilik banner point

e. Distributor 77ens (konsumen) : distributor atau konsumen

6. Keuntungan Pemilik Banner Point
a. Selisih Harga Barang.
b. Bonus Grup Langganan (Poin 10% dari total pembelanjaan dalam
sebulan).
Jika anda di tahap *5 (Agen) sesuai Plan A, terjadi pemasukan poin
senilai 2.000.000 Perhitungan:
1) Bonus Perkembangan dari poin langganan:
500.000 x 37% =Rp. 185.000
2) Bonus Prestasi dari Poin Langganan:
(2.000.000 — 500.000) x 28% =
1.500.000 x 28% = Rp. 420.000
Bonus hasil perhitungan Rp.(185.000 + 420.000) = Rp. 595.000
c. Fee dihitung dari total pembelanjaan, bukan yang masuk 10%
Jika omzet Pembelanjaan :

1) Rp.0 s/d Rp. 25 Juta, dapat fee 1%
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2) Rp. 25 Jutas/d Rp. 100 Juta, dapat fee 2%

3) Rp. 100 Juta s/d 150 Juta, dapat fee 2,5%

4) Rp. 150 juta keatas, dapat fee 3%

Contoh : Fee/Bonus dari total pembelanjaan dalam sebulan mencapai
160 juta

160.000.000 x 3% = Rp. 4.800.000

7. Keuntungan Pembeli/Langganan

c.

f.

Harga Barang lebih murah

Barang dikirim sampai tempat (Gratis)

Bisa menjalankan bisnis Tianshi sekaligus

Omzet belanja masuk 10% seperti Banner Store

Dapatkan Bonus Berjenjang (Program Member Get Member)

Program Promosi (Belanja Gratis Selamanya)

Syarat Berlangganan :

a.

b.

Pendaftaran Sesuai dengan Plan A 77ens Group

(Biaya Rp.85.000, Pendaftaran Kartu belanja hanya sekali seumur hidup,
bisa diwariskan)

Barang-barang yang Anda beli akan masuk sebagai omzet sesuai Plan A
Tiens Group

(PV:10% - 100% x Harga Produk, cek PV dahulu)



48

c. Bonus Anda dihitung dari total Omzet dikalikan persentase bonus sesuai

dengan peringkat Anda di Plan A 77ens Group.

d. Seluruh Pembelanjaan Anda dan Grup akan terus diakumulasikan/di

jumlah tanpa batas waktu.

8. Keuntungan Peluang Usaha Banner Point Ritel

a. Komisi penjualan untuk pemilik banner point hingga 2 %, omzet

penjualan diakumulasi dalam sebulan (total omzet penjualan x 2 % =

komisi). Syarat promo kerja sama dengan banner point, diantaranya:

1) Membeli lisensi subyek banner point Rp 85.000,-
2) Membeli syarat kualifikasi :

a) Masuk kualifikasi subyek banner point (*3) senilai

2.000.000,- dengan deposit stok barang sembako min.

2.000.000,-

b) Masuk kualifikasi subyek banner point (*4) senilai

8.000.000,- dengan deposit stok barang sembako min.

2.000.000,-

3) Sementara pengambilan barang langsung ke lokasi gudang.

Rp

Rp

b. Bonus distribusi barang 20 % s.d 40 % dari nilai poin barang banner

point antara 5 % s.d 20 % (prosentase bonus x (harga barang x

prosentase point barang) = bonus), syaratnya :

1) Memiliki kartu belanja dengan Rp 85.000,-
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2) Pilih produk kesehatan yang dibutuhkan, akumulasikan pembelanjaan
hingga 2 juta. Pada posisi ini bisa mulai memperoleh cash back 20%
s.d 40%.

Voucher belanja gratis sebesar Rp 500.000,- hingga Rp 2.500.000,-

dengan mereferensikan 4 s.d 20 pelanggan dengan total pembelian

kelompok masing-masing Rp 12.500.000,- dengan syarat sebagai berikut:

1) Memiliki kartu belanja dengan Rp 85.000,-

2) Memiliki nilai poin di kartu belanja min. Senila 500.000,- pada tutup
buku bulan sebelumnya.

3) Isi formulir pendaftaran SFR program dengan berbelanja pribadi di
banner point senilai min. Rp 500.000,- (akumulasi dalam sebulan)

. Voucher belanja gratis sebesar Rp 250.000,- apabila bersedia

berlangganan belanja produk perusahaan di stokis 649 Citraland dengan

syarat sebagai berikut:

1) Memiliki total omzet atau point group sebesar 10 juta (akumulasi
dalam sebulan).

2) Merekomendasikan langganan cd atau kaset net-program ke 2 orang

baru dalam bulan tersebut.
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Daftar Harga Barang Banner Point
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NO NAMA BARANG HARGA
1 Pepsodent white 190 gr 258.000,-/karton
2 Minyak goreng sania 21t 112.650,-/kardus
3 Sunsilk anti dandruff sachet 7ml 338.400,-/karton
4 Clear anti dandruf sachet 7ml 338.400,-/karton
5 Rokok Dji Samsoe kretek 12 179.000,-/slop

6 Rokok A Mild merah 16 97.000,-/slop

7 Beras rojo lele Skg 34.475

8 Beras IR64 super BP 10kg 61.925

9 Beras IR64 super BP 25kg 146.975

10 | Indomie goreng sp85gr 49.900,-/karton
11 | Blue band margarine 200gr 255.000,-/karton
12 | Clear botol anti dundruf 180ml 389.700,-/karton
13 | Sunsilk botol anti dundruf citrus 180ml | 304.200,-/karton
14 | Sunsilk botol black&shine 180ml 304.200,-/ karton
15 | Subsillk botol soft&smooth 180ml 304.200,-/ karton
16 | Detergent rinso anto noda 56gr 99.000,-/ karton
17 | Detergent rinso anti noda 450gr 152.400,-/ karton
18 | Bukrim superklin PWD 550gr 49.250,-/ karton
19 | Bukrim putih bersih cream 60gr 19.000,-/ karton
20 | Bukrim lemon colek regular 72gr 18.800,-/ karton
21 | Bukrim floral regular 72gr 18.800,-/ karton

Tanggapan Distributor atau Konsumen yang telah Memesan Banner Point
Semenjak banner point dipromosikan, banyak distributor maupun
konsumen yang tertarik dengan produk baru ini, mengingat produk ini
mempunyai peluang yang sangat menjanjikan khususnya bagi pihak yang
mempunyai banner point. Namun setelah produk banner point ini dilaunching
pihak pemesan sedikit kecewa karena harga barang yang ada pada banner

point tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan atau diharapkan oleh
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distributor maupun konsumen selama ini. Hal ini sesuai dengan apa yang
dituturkan oleh Asfiyah selaku pemesan produk banner point.

“Memang saya telah memesan produk banner point dengan harapan saya bisa
mendapatkan harga di bawah pasaran, tetapi ketika produk tersebut
dilaunching ternyata harga yang ada pada banner point lebih mahal dengan
harga yang ada di pasaran.””’

Hal serupa juga dituturkan oleh H. Nur Cholis selaku pemesan produk
banner point.
“Produk banner point ini sangat menarik sekali sehingga ketika saya
ditawarkan saya langsung memesan produk ini dengan harapan saya bisa jual
lagi barang tersebut kepada konsumen, tetapi ketika saya melihat setelah
produk ini dilaunching saya sedikit kecewa karena harganya lebih mahal dari
harga pasar.”™

Dengan adanya keluhan dari para pemesan produk banner point, maka
Ir. Tenovianto selaku direktur stokis 649 ( 7/ENS) menjelaskan:
“Memang harga dari produk banner point ini jauh dari apa yang kita
harapkan selama ini, tetapi ingat bahwasanya usaha kita memakai sistem
network marketing dimana semua harga yang telah ditetapkan itu sudah
termasuk PV&BV. Jadi kalau dilihat dari harga sebenarnya jelas harga
produk banner point jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran.™

Setelah adanya penjelasan dari Ir. Tenovianto pihak distributor yang

memesan produk banner point menyadarinya.

" Asfiyah, Wawancara, Distributor aktif 7ZENS, Rumah, tanggal 15 Januari 2010
8 H. Nur Cholis, Wawancara, Distributor aktif 7/ENS, Rumah, tanggal 15 Januari 2010
°I. Tenovianto, Wawancara,direktur stokis, stokis 649 (TIENS), tanggal 16 Januari 2010



BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI BANNER
POINTDI STOKIS 649 (TIENS) di SURABAYA

A. Analisis Transaksi Banner Point di Stokis 649 (7IENS) di Surabaya

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan sesamanya
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan cara jual beli
pesanan.

Dari data lapangan yang sudah ada pada bab III, dapat diketahui bahwa
dalam menjalankan usahanya stokis 649 ( 7/ENS) Surabaya menggunakan sistem
network marketing yang memperdagangkan berbagai barang kebutuhan manusia
mulai dari makanan kesehatan (kalsium), pupuk, oli kendaraan, dan yang baru
dilaunching adalah produk banner point. Dengan sistem inilah stokis 649
(TIENS) Surabaya dapat mengembangkan usahanya baik dalam bidang makanan
kesehatan, pertanian, dan makanan pokok.

Banner point adalah gabungan sistem antara network marketing dengan
perusahaan ritel yang bergerak dalam bidang makanan pokok yang dibutuhkan
manusia setiap hari. Banner point telah ditawarkan kepada distributor atau
konsumen sejak bulan Januari 2009 dan ketika itu juga telah banyak distributor
atau konsumen memesan produk tersebut, dan produk ini baru di/aunching pada

bulan Agustus 2009.

52
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Transaksi pemesanan banner point oleh distributor atau konsumen
dilakukan secara on/ine dengan kualifikasi bintang lima dan pembayaran 10 juta
pada transaksi awal. Tujuan dari pembayaran 10 juta di awal untuk menekan
supplier supaya dapat harga lebih murah dari pasaran.

Dengan sistem inilah pihak stokis dapat menawarkan banner point
dengan mudah kepada distributor maupun konsumen yang tertarik dengan
promosi produk ini. Karena selain harga yang relatif murah, distributor atau
konsumen dapat mengembangkan usahanya dengan prospek kedepannya di

rumabh.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Banner Point di Stokis 649 (7IENS)
di Surabaya
Diantara bukti kesempurnaan agama Islam ialah dibolehkannya jual beli
dengan cara salam, yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang
telah disepakati dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Yang
demikian itu, dikarenakan dengan akad ini kedua belah pihak mendapatkan
keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau gharar (untung-untungan).’
Pembeli (biasanya) mendapatkan keuntungan berupa:
1. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ialah butuhkan dan

pada waktu yang ialah inginkan.

Y www. Pengusahamuslim.cony.../599-jual-beli-salam.html. Diakses pada tanggal 21 Januari

2010



2. Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah
bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ialah membutuhkan kepada
barang tersebut.

Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar
dibanding pembeli, diantaranya:

1. Penjual mendapatkan modal unutk menjalankan usahanya dengan cara-cara
yang halal, sehingga ialah dapat menjelaskan dan mengembankan usahanya
tanpa harus membayar bunga. Dengan denikian selama belum jatuh tempo,
penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan
usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban
apapun.

2. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena
biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan
berjarak cukup lama.

Jual beli dengan cara sa/am merupakan solusi yang ditawarkan oleh Islam
guna menghindari riba’. Dan mungkin ini merupakan salah satu hikmah
disebutkannya syari’ah jual beli slaam sesuai larangan memakan riba’. Allah

SWT berfirman :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. >

? Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, a/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 70
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Sahabat ibnu Abbas ra dalam haditsnya :

“Saya bersaksi bahwa jual beli sa/am yang terjamin hingga tempo yang
ditentukan telah dihalalkan dan diizinkan allah dalam al-Qur’an allah SWT :
“hai orang-orang yang berfirman, apabila kamu bermu’amalah tidak dengan
secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya.

Berdasarkan dalil di atas, para ulama’ telah menyepakati akan
disyari’atkannya jual beli salam. Walau demikian, sebagaimana dapat dipahami
dari hadits di atas, jual beli sa/lam memiliki beberapa ketentuan (persyaratan)
yang harus di penuhi. Persyaratan-persyaratan tersebut bertujuan untuk
mewujudkan maksud dan hikmah dari disyari’atkannya sa/am, serta menjauhkan
akad salam dari unsur riba dan ghoror (untung-untungan atau spekulasi) yang
dapat merugikan salah satu pihak.

Kegiatan jual beli pemesanan (bay’ as-salam) juga dilakukan oleh stokes
649 yang memperjualbelikan beberapa produk kebutuhan manusia, diantaranya
adalah makanan kesehatan (kalsium), pupuk, oli, dan yang terbaru adalah banner
point.

Salah satu syarat sa/am adalah pembayaran dilakukan di muka (kontan).
Sebagaimana dapat dipahami dari namanya, yaitu as-salam yang berarti

penyerahan, atau aspek-salaf yang artinya mendahulukan, maka para ulama telah

menyepakati bahwa pembayaran pada akad as-salam harus dilakukan di muka



56

atau kontan, tanpa ada sedikitpun yang terhutang atau ditunda. Adapun bila
pembayaran ditunda (hutang) sebagaimana yang sering terjadi, yaitu dengan
memesan barang dengan tempo satu tahun, kemudian ketika pembayaran,
pemesan membayar dengan menggunankan cek atau bank garansi yang hanya
dapat dicairkan setelah beberapa bulan yang akan datang, maka akad salam
seperti ini terlarang dan haram hukumnya.
Untuk dapat memesan produk banner point, maka harus dapat
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diantaranya: minimal tahap
*5 (Agen), foto copy KTP, Foto Copy Kartu Anggota (ID), deposito senilai
Rp. 10.000.000 (untuk jangka 3 bulan), untuk menekan supplier supaya dapat
harga lebih murah dari pasaran.

Jual beli salam juga mensyaratkan penyebutan kriteria barang pada saat
akad dilangsungkan. Kriteria yang dimaksud di sini adalah segala hal yang
bersangkutan dengan jenis, macam, warna, ukuran, jumlah barang serta setiap
kriteria yang diinginkan dan dapat mempengaruhi harga barang. Contoh : bila A
hendak memesan beras kepada B, maka A berkewajiban untuk menyebutkan
jenis beras yang dimaksud, tahun panen, mutu beras, daerah asal serta jumlah
barang. Masing-masing kriteria ini mempengaruhi harga beras, karena harga
beras akan berbeda sesuai dengan perbedaan jenisnya, misalnya beras rojo lele
lebih mahal dengan beras IR. Oleh karena itu Rasulullah saw berasbda dalam

haditsnya :
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( )

Barang siapa yang melakukan akad sa/am terhadap sesuatu hendaklah
dilakukan dengan yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu
yang jelas.™
Setelah kriteria barang yang diperlukan telah disepakati, maka kelak
ketika telah jatuh tempo ada beberapa kemungkinan yang terjadi:

1. Penjual berhasil mendatangkan barang sesuai dengan kriteria yang
diinginkan, maka pembeli harus menerimanya, dan tidak berhak untuk
membatalkan akad penjualan, kecuali atas persetujuan penjual.

2. Penjual hanya berhasil mendatangkan barang yang kriterianya lebih rendah,
maka pembeli berhak membatalkan pesanannya dan mengambil kembali
uang pembayaran yang telah ialah serahkan kepada penjual. Sebagaimana
ialah juga dibenarkan untuk menunda atau membuat perjanjian baru dengan
penjual, baik yang berkenaan dengan kriteria barang atau harga barang dan
hal lainnya yang berkenaan dengan akad tersebut, atau menerima barang
yang telah didatangkan oleh penjual, walaupun kriterianya lebih rendah, dan
memaafkan penjual atau dengan membuat akad jual beli baru.

3. Penjual mendatangkan barang yang lebih bagus dari yang telah di pesan,
dengan tanpa meminta tambahan bayaran.

Pengadaan barang pesanan harus dijamin oleh pengusaha. Yang dimaksud

dengan barang yang terjamin adalah barang yang di pesan tidak ditentukan

3 Al-Bukhari, Sahih al-bukhar, 1, h. 30
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selain kriterianya. Adapun pengadaannya, maka sepenuhnya diserahkan kepada
pengusaha, sehingga dia memiliki kebebasan dalam hal tersebut.pengusaha
berhak untuk mendatangkan barang dari ladang atau persediaan yang telah ada
atau dengan membelinya dari orang lain.

Dalam akad salam, kedua belah pihak diwajibkan untuk mengadakan
kesepakatan tentang tempo pengadaan barang pesanan. Dan tempo yang
disepakati menurut kebanyakan ulama’ haruslah tempo yang benar-benar

mempengaruhi harga barang. Hal ini berdasarkan sabda rasulullah saw :

“hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak).

Sebagai contoh : bila A memesan kepada B, 1 ton beras cisedani, hasil
panen tahun ini, dan mutu no. 1, maka keduanya harus menyepakati tempo atau
waktu penyediaan beras, dan tempo tersebut benar-benar mempengaruhi harga
beras, misalnya 2 atau 3 bulan.

Pada hadits ini nabi Saw. mensyaratkan agar pada akad sa/am ditentukan
tempo yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagaimana mereka juga
berdalil dengan hikmah dan tujuan disyaria’atkan akad salam, yaitu pemesan
mendapatkan barang dengan harga yang murah, dan penjual mendapatkan
keuntungan dari usaha yang ialah jalankan dengan dana dari pemesanan tersebut
yang telah dibayarkan di muka. Oleh karenanya bila tempo yang disepakati tidak

memenuhi hikmah dari disyari’atkannya sa/am, maka tidak ada manfaatnya akad
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salam yang dijalin.* Ulama’ mazhab syafi’l tidak sepakat dengan jumhur ulama’,
mereka menyatakan bahwa penentuan tempo dalam akad sa/am bukanlah
persyaratan yang baku, sehingga dibenarkan bagi pemesan untuk memesan
barang dengan tanpa tenggang waktu yang mempengaruhi harga barang atau
bahkan dengan tidak ada tenggang waktu sama sekali. Mereka beralasan bahwa
bila pemesanan barang yang pemenuhanya dilakukan setelah berlalu waktu
cukup lama dibenarkan, yang mungkin saja penjual tidak berhasil memenuhi
pesanan, maka pemesanan yang langsung dipenuhi sesuai akad lebih layak untuk
dibenarkan. Dari berbagai pendapat tersebut, maka kita dapat menarik garis
merah bahwa pendapat yang kedua yang lebih kuat dengan beralasan sebagai
berikut:

1. Hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata

diharamkan oleh allah dan rasulnya.

2. Berdasarkan alasan di atas, sebagian ulama’ menyatakan bahwa selama suatu
akad dapat ditafsiri dengan suatu penafsiran yang benar, maka penafsiran
itulah yang semestinya dijadikan sebagai dasar penilaian.

3. Adapun hadits di atas, maka tidak tegas dalam pensyaratan tempo,
sebagaimana hadits ini dapat ditafsirkan : “bila kalian memesan hingga

tempo tertentu, maka tempo tersebut haruslah diketahui atau disepakati.

* Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, juz 111, h. 394-396
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Maslahah di sini adalah menjaga tujuan syari’at. Adapun tujuan syari’at
ada lima, menjaga agama (Aifzuddin), menjaga jiwa (hifzunnafs), menjaga akal
(hifzulagl), menjaga keturunan (hifzunnasl) dan menjaga harta (Aifzulmal).
Dalam usaha mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok (tujuan syari’at),
al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat maqgashid atau tujuan syari’at, yaitu;
Magasid al-daruriyat, Maqasid al-hajiyat dan Maqasid al-tahsiniyat.

Konsep fikih dalam wilayah ibadah mahdah memang tidak berubah,
namun dalam wilayah muamalah, perubahan adalah sebuah keniscayaan. Dalam
wilayah muamalah, yang meliputi ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan,
politik, hukum dan kebudayaan, manusia selalu berubah, berkembang dan
berinovasi tanpa henti menuju kesejahteraan dan kemajuan hidup. Tidak
mungkin membatasi perkembangan ini, karena secara fitrah, manusia memang
makhluk terbaik, dengan potensi kreasi dan rekayasanya. Ia selalu mencari
terobosan baru dalam hal inovasi dan produktifitas.

Maslahah, dalam konteks ini, adalah entry point sumber hukum yang
mengakomodir perkembangan kehidupan manusia secara obyektif dan
proporsional. Fikih lahir untuk memberdayakan dan meningkatkan kehidupan
manusia dari semua aspek kehidupan, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya,
politik dan peradaban, serta sekuat tenaga menghindarkan diri dari hal-hal

negatif-destruktif, seperti penipuan, pencurian, kriminalitas, kebohongan,

> Asafri Jaya Bakri, Konsep Magqashid Syari’ah: Menurut al-Syatibi, h. 71
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penghinaan, pelecehan seksual, penghianatan dan inkonsistensi. Menggapai
kemajuan progresif dan menghapus potensi negatif-destruktif itulah maslahah
yang menjadi ending dari implementasi fikih. Seperti dalam kaidah yang

terkenal:

“Hajat (kebutuhan) itu menduduki kedudukan darurat, baik hajat umum (semua
orang) atau pun hajat khusus (satu golongan atau perorangan)”.

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa keringanan itu tidak terbatas
karena darurat saja, tetapi juga terdapat karena hajat atau dengan kata lain
bahwa keringanan itu diperbolehkan karena adanya hajat sebagaimana
dibolehkan karena adanya darurat. Contoh, pada dasarnya aqad jual beli hanya
dibolehkan/dianggap sah apabila syarat rukunnya telah sempurna, di antaranya
ialah bahwa obyek dari akad jual beli telah terwujud (tanpa sesuatu alasan yang
bersifat darurat tidak boleh diadakan keringanan dengan penyimpangan dari
hukum di atas). Namun demi kelancaran/kemudahan hidup atau untuk
menghilangkan kesulitan atau kesukaran diadakan keringanan dalam akad jual
beli ini, yakni dengan membolehkan atau menganggap sah jual beli meskipun
obyek belum terwujud, seperti yang terjadi pada akad sa/am.’

Contoh lainnya adalah jual beli barang yang masih ada di dalam tanah,

seperti kentang, lobak, bawang, ubi jalar, ubi kayu dan lain-lainnya, sebab kalau

® Jamal Ma’mur Asmani, Figh Sosial Kiai Sahal Mahfudh, h. 282
" Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Figih (al-Qowa’idul Fighiyyah), h. 42
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harus dikeluarkan seketika, akan menimbulkan kesulitan bagi kedua belah pihak.

Demikian pula seorang laki-laki boleh memakai pakaian sutra karena sakit kulit

dan sebagainya, sedangkan dalam keadaan biasa tidak boleh.

Dalam hubungannya dengan kaidah ini, perlu dijelaskan lebih lanjut

bahwa kebutuhan seseorang itu ada lima tingkat, yaitu:

1.

Tingkat darurat, tidak boleh tidak, seperti orang yang sudah sangat lapar, dia
tidak boleh tidak harus memakan apa yang dapat dimakan. Sebab kalau
tidak, dia akan mati atau hampir mati.

Tingkat hajat, seperti orang yang lapar. Dia harus makan, sebab kalau dia
tidak makan dia akan payah, walaupun tidak membahayakan hidupnya.
Tingkat manfaat, seperti kebutuhan makan yang bergizi dan memberikan
kekuatan, sehingga dapat hidup wajar.

Tingkat zienah, untuk keindahan dan kemewahan hidup, seperti makan
makanan yang lezat, pakaian yang indah, perhiasan dan sebagainya.

Tingkat fudul, berlebih-lebihan, misalnya banyak makan makanan yang
syubhat atau yang haram dan sebagainya.

Menurut imam Abu Hanifah, penentuan masa merupakan syarat
sahnya sa/am tanpa diperselisihkan. Sedangkan imam Malik yang jelas dan
masyhur dari madzhabnya adalah bahwa penentuan masa merupakan syarat
salam. Dan dari beberapa riwayat darinya dapat disimpulkan tentang

kebolehan salam tunai (al-hal).
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Dalam hal ini, Al-Lakhami memperincikan persoalan. Ia mengatakan

bahwa dalam madzhab Maliki sa/am itu ada dua macam, yaitu :

a. Salam tunai yang kedudukannya sama seperti menjualbelikan barang.

b. Salam dengan tenggang waktu yang kedudukannya tidak seperti menjual
barang.

Fuqaha yang mensyaratkan penentuan masa berpegangan pada dua
hal. Pertama, lahir hadits ibn Abbas ra. Kedua, jika tidak disyaratkan
penentuan masa ini, maka hal itu termasuk dalam penjualan apa yang tidak
ada di tangan penjual yang dilarang itu.

Imam Syafi’i beralasan bahwa jika dengan penentuan waktu sa/am itu
dibolehkan, maka terlebih lagi salam tunai tentu lebih dibolehkan karena
lebih sedikit segi kesamarannya, fugaha Syafi’i berlandaskan dengan hadits

berikut:

“Sesungguhnya Nabi saw membeli seekor unta dari seorang desa dengan satu
wasaq kurma. Setelah masuk rumah, beliau tidak mendapatkan kurma. Maka
beliau pun meminjam kurma dan memberikannya kepada orang desa
tersebut”.

Jumhur ulama’fugaha membolehkan sa/am pada barang-barang yang

dapat ditentukan sifat dan bilangannya. Selanjutnya mereka juga berpendapat



tentang mana yang dapat ditentukan dan tidak dapat ditentukan dengan sifat,
diantaranya hewan dan hamba.®

Imam Malik, As-Syafi’i, Al-Auza’i, dan Al-Laits berpendapat bahwa
salam pada kedua perkara tersebut dibolehkan. Pendapat seperti ini juga
dikemukakan oleh ibn umar dari kalangan sahabat.

Dalam mekanisme transaksi produk banner point pada bulan Januari
2009 sampai bulan Agustus 2009 masih belum ditentukan harga setiap
produknya dikarenakan produk banner point baru dilaunching pada bulan
Agustus 2009. Hanya saja dalam transaksi pemesanan produk, pihak pemesan
diharuskan menyetorkan deposit sebesar Rp 10juta diawal transaksi
pemesanan. Tujuan uang tersebut agar dapat menekan harga dari pihak
supplaer.

Dalam menentukan harga baik ditakar, ditimbang, dihitung atau
dihasta, imam Abu Hanifah mensyaratkan yang demikian itu. Sedangkan
imam syafi’i dan dua orang pengikut imam Abu Hanifah, yakni abu yusuf
dan Muhammad tidak mensyaratkan demikian.

Fuqaha berkata, “tidak terdengar dari imam malik adanya nash
tentang masalah ini. Hanya saja ia membolehkan jual beli berdasarkan
perkiraan belaka, dan ia mengecualikan dalam hal-hal yang kesamarannya

besar, seperti pendapatnya yang telah dikemukakan di muka.”

8 Ibid., h. 170
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Perlu diketahui bahwa penentuan sa/am bisa dengan timbangan pada
barang yang ditimbang, dengan takaran pada barang yang bisa ditakar,
dengan hasta pada barang yang bisa dihasta, dan dengan hitungan pada
barang yang bisa dihitung. Jika tidak ada satu pun dari ketentuan-ketentuan
itu pada barang tersebut, maka penentuannya bisa dilakukan dengan sifat-
sifat yang dimaksudkan dari jenisnya dengan menyebutkan jenisnya, jika
terdapat beberapa jenis yang berbeda-beda atau dengan menyebutkan
jenisnya manakala hanya ada satu jenis.

Fuqgaha sepakat bahwa salam hanya terdapat pada tanggungan dan
bukan pada hal-hal yang telah tertentu. Tetapi imam malik membolehkan
salam pada satu kampong tertentu apabila kampong tersebut dapat dijamin
keselamatnya. Seolah-olah ia memandangnya sebagai tanggungan
(dzimmah).

Dilihat dari dasar hukum dan syarat-syarat jual beli salam, maka akad
transaksi pemesanan banner point pada bulan Januari yang produknya
dilaunching pada tanggal 7 Agustus 2009 adalah sah, karena dalam transaksi
pemesanan produk banner point semua Kriteria-kriteria telah disebutkan baik
dari jenis barang dan kadarnya, karena produk banner point mencakup bahan
pokok kebutuhan sehari-hari, seperti beras, minyak goreng, mie instan, dan

lain-lain.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab

sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait

dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu:

1.

Transaksi pemesanan banner point oleh distributor atau konsumen dilakukan
secara online dengan kualifikasi bintang lima (sebuah peringkat dari member
TIENS), foto copy KTP, foto copy Kartu Anggota (ID) dan pembayaran 10
juta pada transaksi awal. Tujuan dari pembayaran 10 juta di awal untuk
menekan supplier supaya dapat harga lebih murah dari pasaran.

Hukum Islam tentang akad transaksi pemesanan banner point pada bulan
januari yang produknya dilaunching pada tanggal 7 Agustus 2009 adalah sah,
karena dalam transaksi pemesanan produk banner point semua kriteria-
kriteria telah disebutkan baik dari jenis barang dan kadarnya, karena produk
banner point mencakup bahan pokok kebutuhan sehari-hari, seperti beras,

minyak goreng, mie instan, dan lain-lain.
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B. Saran
Studi tentang transaksi Banner point di Stokis 649 surabaya,

sebagaimana penulis bahas dalam penelitian ini, kiranya dapat memberikan

kontribusi pemikiran demi meningkatkan kehidupan manusia. Oleh sebab itu

saran penulis ditujukan kepada:

1. Stokis 649 (7/ENS) Surabaya untuk dapat meningkatkan kinerjanya dalam
menjalankan usahanya khususnya banner point.

2. Distributor atau konsumen untuk selalu mengembangkan usahanya atau
bisnisnya dalam kaitannya dengan produk banner point.

3. Dalam menjalankan segala sesuatu khususnya bisnis, hendaklah selalu
berusaha dan belajar kepada orang yang lebih pintar agar dapat menguasai

apa yang telah didapatkan.
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